L a1y e e e

M PRUS AN )
¥ “uh L2 N
{P?’S&' MESISTER ARES PuELiq UMA |

et ey e s s S |

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Qleh:
MAITMUN
NPM. 011801006

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2004

UNIVERSITASMEDAN AREA



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

TESIS

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik

Oleh :

MAIMUN
NPM. 011801006

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN
2004

UNIVERSITASMEDAN AREA



gt

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREAA

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh':

Nama : MAIMUN

NIM : 021801006

PROGRAM  : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur

Pémbimbing |, Pembimbing I,

Drs. Kariono, MA

Kgtua Program Studi ,

\ &

Drs. Usman Tarigan, MS

Direktur,

Drs. Heri Kusmanto, MA

i
UNIVERSITASMEDAN AREA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREAA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis

Program Pascasarjana
Magister Administraasi Publik
Universitas Medan Area

Pada hari 3

Tanggal :  Nopember 2004

Tempat : Program Pascasarjana MAP-UMA

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA
Sekretaris : Taufik Siregar, SH, M. Hum
Aﬁggota I : Drs. Usman Tarigan, MS
Anggota Il : Drs. Kariono, MA (corerevernernns enne )
Penguji Tamu - :Drs. Heri Kusmanto, MA (tererrerernrrennns .)

B

UNIVERSITASMEDAN AREA



ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

Nama : Maimun

NIM : 011801006

Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing | : Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA

Kabupaten Aceh Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada pad Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dengan luas wilayah 6.040,82 Km2, jumlah penduduk
668.523 jiwa. Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 19 Kecamatan, 513 Desa /
Kelurahan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan
pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur, sehingga untuk
memperlancarkan Pelaksanaan bangunan dan sekaligus meningkatkan Pelayanan
terhadap masyarakat : dan sesuai dengan ketentuan Kepmendagri No. 4 tahun 2000
tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan vyang sebelumnya merupakan
Kecamatan pembantu dan Kecamatan Perwakilan, dipandang perlu untuk
ditingkatkan menjadi Kecamatan-kecamatan baru di Kabupaten Aceh Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiaman Implementasi
Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Sampel diambil secara
purposive sampling, sebanyak 34 orang. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode deskriftif guna mengetahui bagaimana Implementasi
Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari ketiga
indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan hasil yang
diperoleh, menunjukan skor rata-rata dalam kategori sedang (2,08). Apabila dilihat
dari masing-masing indikator, dari ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur
implementasi program (organisasi, interpretasi dan penerapan), hanya indikator
organisasi yang termasuk dalam kategori baik, sedangkan untuk indikator
interpretasi termasuk kategori sedang dan indikator penerapannya termasuk
kategori kurang. Faktor utama yang mempengaruhi |mplementasi Kebijakan
Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur adalah faktor keamanan yang
masih dalam situasi konflik, disamping faktor keterbatasan sumberdaya manusia
dan sarana / prasarana yang ada.

Kata-kata Kunc (Key words) : Implementasi Kebijakan, Pemekaran Kecamatan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan tonggak baru dalam hubungan Pusat
dan Daerah. Disebut demikian karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda dengan Undang-
undang sebelumnya. Apabila Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah menggunakan filosofi
"keseragaman dalam kesatuan’, maka dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 menggunakan filosofi keanekaragaman dalam kesatuan”

(Wasistiono, 2002 : 26).
Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi di atas,

daerah memiliki kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Daerah, termasuk dalam pengaturan
kelembagaan. Pola otonomi yang digunakan juga berubah dari pola
simeteris ke pola asimetris. Artinya isi dan bentuk otonomi daerah yang
satu dengan yang lainnya dapat berbedabeda. Hal ini nampak dari adanya
otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Akibat dari adanya otonomi tersebut
adalah terjadi pemekaran wilayah yang salah satunya adalah pemekaran wilayah

kecamatan.
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Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah memiliki status
ke_istimewaan melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang
otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Undang Undang omor 44 Tahun 1999 Tentang
pényelenggaraan keitimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang
berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, persoalan
pemekaran wilayah menjadi issue yang sangat menarik, terutama sejak
ditetapkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun
2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerinthan

Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pemekaran wilayah yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam menjadi persolan tersendiri karena kondisi dan situasi Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam hingga saat ini sedang dilanda konflik, rawan
terhadalp berbagai kemungkinan yang tidak kondusif bagi upaya pemekaran
wilayah kecamatan sesuai dengan tujuannya. Bagi masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam terutama yang tinggal di pedesaan saat ini
sedang mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, sebagai akibat adanya
konflik. Akibat konflik yang berkepanjangan tersebut menyebabkan
masyarakat tidak memiliki kemampuan mengembangkan potensi dirinya
secara mandiri, seperti masyarakat pedesaan lainnya di tanah air.

Harapan masyarakat Aceh terutama di pedesaan adalah adanya
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